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NIP : 196311061990031001
Jabatan/Golongan : Guru Besar /IV.c
Sebagai : Pembimbing |

2. Nama - Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP 1 196911191998032001
Jabatan/Golongan : Lektor /1lLe
Sebagai : Pembimbing Il

Kepada saudara-saudara tersebut diatas ditugaskan untuk membimbing Skripsi Mahasiswa :

Nama : METRA YANSA

NIM . 07011281823093

Konsentrasi : Manajemen Sektor Publik

Judul Skripsi . Efektivitas Program Pelayanan Publik Samsat DTD (Door to Door)

Terhadap Para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan
Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor J&MUNO 1 .8.1/PP.07.02.01/2022

Tentang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA
Revisi

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang  © a. Bahwa setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sriwijaya Kampus Indralaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan
untuk menyusun Skripsi.

b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut perlu
ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing dan
mengarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu
dan/atau pokok kajiannya.

¢. Bahwa untuk kepentingan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu
Surat Keputusan Dekan Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sriwijaya sebagai landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas

Sriwijaya:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset. Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya:

6. Peraturan Menteri Riset. Teknologi. dan Pendidikan Tinggi Nomor 17
Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/0/2000 tentang

e Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Universitas Sriwijaya;

' i 8. Keputusan Menteri  Keuangan Nomor. 190/KMK.05/2009 tentang
Penetapan  Universitas  Sriwijaya sebagai instansi yang menctapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

9. Keputusan Menteri Riset. Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
3203M/KP/XI72019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor
Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023;

10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0357/UN9Y/SK.BUK KP/

2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
an Fakultas [lmu Sosial dan llmu Politik Universitas Sriwijaya Masa
2021-2025:

‘u\!\)




11, Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.
0450/ UNY'SK/BUK KP2022,  tanggal 19 Januari 2021 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas [lmu Sosial dan
Imu Politik Universitas Sniwijaya Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama . Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah

ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang
berkaitan dengan penyusunan skripsi (Periode Genap 2021/2022) mahasiswa
yang bersangkutan:

| NAMA | NIM j DOSEN PEMBIMBING ;

5 RN 1. Prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.Si

;\letru T | DTLERI 823003 1“2. Ermanovida, S.Sos., M.Si !

k ' Efektivitas Program Pelayanan :

| Publik Samsat DTD (Door to Door)

Kendaraan Bermotor di Unit

Pelaksana Teknis Badan Pengelola

Pendapatan Dacrah Wilayah

) Palembang I

Kedua . Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada
anggaran Dana DIPA BLU Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sriwijaya tahun Anggaran 2022,

Ketiga : Surat akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Judul skripsi

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 08 Juli 2022
a.n.Dekan,

Wakil Dekan I,

-

Azhar
NIP. 1‘)6504271989031003]'

Tembusan : Yth

1. Wakil Dekan 1 dan II FISIP Unsri;

2. Ketua Jurusan [lmu Administrasi Publik FISIP Unsri:
3. Dosen Pembimbing [ dan I1 FISIP Unsri:

4, Yang bersangkutan
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Nama
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KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
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- 07011281823093

Dosen Pembimbing 1 . Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M Si.
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KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Metra Yansa

NIM 07011281823093

Dosen Pembimbing 11, Ermanovida, S Sos., M.Si.

Judul - Efektivitas Program Pelayanan Publik Samsat DTD (Door fo Door)

Terhadap Para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I
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Mengetahui,
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Tuhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan [lir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nama : Metra Yansa
Nim c07011281823093

- Efektivitas Program Pelayanan Publik Samsat DTD
(Door to Door) Terhadap Para Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah
Wilayah Palembang |

Judul Proposal

Tanggal Seminar Proposal : 16 Maret 2022
No Dosen/Nip Revist Tanda Tangan I
E 3 1. Kelengkapan Data Wajib l
Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM Pajak dilihat dan  berapa
NIP. 195811191985031003 Jumlah Tunggakan o
Kescluruhan "

(Dosen Penguji 1)
2. Menambahkan Key

Informan jangan hanya dar
instansi melainkan sasz
dari program

(8]

Sofyan Effends, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003
(Dosen Penguyi 2)

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobni, M.S1.
NIP 196311061990031001 /

(Dosen Pembimbing 1)
J
4 |

Ermanovida, S.Sos., M Si.
NIP. 196911191998032001 =
(Dosen Pembimbing 2)

Mengetahui,




/777048y, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- ll BADAN PENDAPATAN DAERAH
\ @ ) UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

A o WILAYAH PALEMBANG I

s Jalan Kapten A. Rivai No.666 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon/Fax : (0711) 352883 Kode Pos 30129

Palembang, 2§ Februari 2022

Kepada
Nomor  :800/ 04D /Penda26.8/2022 Yth. Dekan Fakultas Timu Sosial dan
Sifat : Biasa Ilmu Politik
Lampiran : - Universitas Sriwijaya
Hal : [zin Penelitian di

Palembang

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu Politik
Universitas Sriwijaya nomor 0800/UN9.1.8/PP/2022 tanggal 25 Februari 2022
perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada
Mahasiswa/i untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama terhitung sejak
tanggal 25 Februari 2022 5.d. 13 Mei 2022.

Berikut nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan izin
_ penelitan di UPTE Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I:

NIM Judul Skripsi

Efoktivitas Program Pelayanan Publik SAMSAT |

DTD (Door to door) Terhadap Wajib Pajak |

Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan 1
pendapatan Daerah Wilayah Palembang 1

LAAIN,.
‘ (/)
NIP.19701102.200112.1.002




Identitas Informan :

oo g e P

Nama

Jenis Kelamin

Umnr Informan
Pendidikan Informan :
Jabatan Informan
Peleerjaan Informan

. Pemahaman Frogram

Apakah sebelumnya ada pengarshan lamgzung dari kepala Unit Pelalzana Teknis
Badan , terhadap program Sam:at DTD vans akan dilaksanakan oleh fim pendataan
dan penagiban sebagzai tim pelakzana maupun kepada para wajib pajak di 4 kecamatan
vang termazuk kedalam linglngan sameat wilayah palembang ?

Apa :ajs vang harn: dilakzanalkan oleb tim pendataan dan penagihan mulai dari
peTencAnaan program sampai ke implementasi program samsat DTD di Unit Pelal=ana
Telnis Badan Pengelolasn Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I ?

Bapgsimana prozes sosialisasi vamg dilsksanakan oleh fim pendatsan dan penagihan
kepada para wajib pajak agar dapat memahami program zamsat DTD di wilayah
palembanz I?

B. Tepat Sasaran

Siapa para wajib pajak vams termasuk menjadi kriteria atan iasaran dalam program
samsat DTD di lingkunzan Unit Pelalssna Teknis Badan Penzelolaan Pendapatan
Daerah Wilavah Palembanz I 7

Apakah ada panduan dalam prose: pelak:ansan propram Samsat DTD vans
dilalsanakan oleh tim pendatasn dan penapihan Lepada para wajib pajak yangz
termasuk kedalam program Samcat DTD ?

Bapgaimana proses pelak:angan program Samsat DTD di Unit Pelaksana Telnis Badan
pengelolagn Pendapatan Daerah Wilavah Palembang I 7 Apakah berjalam sesuai
dengan arahan atan sasaran vang telah di berilan ?

Tepat Wakiu

Berapa lama wakiu dalam pelalsanaan program zamsat DTD vanz dilaksanakan oleh
Unit Pelaksana Tekniz Badan Fengelolaan Fendapatan Daerakh Wilavah Palembang I 7
Apakah wakin vang telah ditetapkan sudah sexuai dengan tarset dan remcama yamg
telah di tetaplian?

Tercapainya Tujuan

Apakah terdapat peninglkatan Lesadaran wajib pajak setelah pelak=anaan prrogram
Samzat DTD dilinglungan Unit Pelak:ana Telmiz Badan Pengelolasn Fendapatan
Daerah Wilavah Palembanz [ ? jila belum tercapai apa zaja yang menjadi kendals atan
hambatan yang dihadapi tim pendatasn dan penapihan dalam pelalzanaan program
samsat DTD di linglungan wilayah Palembang 1 ?



E. Perubahan Nyata

1. Apakah setelah pelaksanaan program Samsat DTD terdapat perubahan oleh para wajib
pajal: untuk sadar alan kewajibannya dalam membayarkan pajak tepat walitu ?

1 Bapaimana cara untul dapat melihat perubahan kesadaran para wajib pajal agar tern:
menaati kewajiban membayar tepat waktu setelah Pelal=anaan Program Samzat DTD
oleh Unit Pelal:sana Telmis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilavah
Palembang 17



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG |
Jalan Kapten A. Rivai Nomor 56, Telepon : (+62711) 352883 Palembang 30128

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG |

Nomor : 03.A/SK/KUPTB/Penda/ 26.8/2021.

TENTANG

PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG |

Menimbang : a. Sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Marhaen,
SH.,MSi- NIP. 197807182010011012 (Koordinator 1), dan Alzan Very, SH
- NIP. 198402032008011001 (Ketua Tim Ill) ke Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I, maka periu untuk dilakukan
perubahan susunan tim pelaksana pendataan dan penagihan pajak kendaraan
bermotor pada instansi pemenntah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan, serta
wajib pajak perorangan di Kota Palembang Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang | Tahun 2021

b bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melakukan
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan tepat waktu oleh Instansi
Pemenntah, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota
Palembang, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan, serta masyarakat pemilik/
menguasai kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan, maka dipandang perlu unluk membentuk Tim Pelaksana
Pendataan Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor guna menyelenggarakan
kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus mengadakan pendataan
ulang pada kantor instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,
Pemerintah Kota Palembang, Badan Usaha Milik Daerah, Kantor Perusahaan, dan
dan rumah ke rumah pada masyarakat pemilik/ menguasai kendaraan bermotor
(sistem door to door);

hwa di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011
entang Pajak Daerah, yang mengatur di bab XIV Bagi Hasil Pajak Pasal 77 yang
mengatur pembagian Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Bea Balik Nama dari
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Kota/ Kabupaten di Provinsi
Sumatera Selatan,Maka dianggap perlu untuk melakukan optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah di sektor Pajak Kendaraan Bermotor, dan sekaligus agar dapat
menunjang pembangunan di Provins Sumatera Selatan.

d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a di alas, perlu ditetapkan Keputusan
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah

Palembang | tentang Perubahan Tim Pelaksana Pendataan Dan Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah,

Pery n, Serta Wajib Pajak Perorangan Di Kota Palembang, mulai b
B April 2021 Q. mulai berlaku di

/ Uni Felakaana Teknis Badn Pangeiolsan Pendapatan Dacrah Wilayah Fatembang -1 -




Mengingat

Menetapkan

KESATU
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahunh 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9
Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemenksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan
Jalan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

10 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

12. Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

14 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomeor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah;
ﬂ%aﬂumn Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang
embentukan, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelak

sana Teknis Badan di
Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menyusun dan membentuk serta menetapkan susunan Perubahan Tim Pelaksana

Pendataan Dan Penagihan Pajak Kendaraan Be

Usaha Milik Daerah, Perusahaan, Serta Wajib Pajak Perarangan Di Kota Palembang,
pada Unit v

rmotor Pada Instansi Pemenntah, Badan




KEDUA

* Menunjuk saudara-saudara yang nama nya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
sebagai bagian dari unsur pelaksana teknis dalam menjalankan proses, tersebut pada
bagian kesatu pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Wilayah Palembang | Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dan berlaku sampai dengan bulan

AWK -

~N O

Desember tahun 2021. Apabila dikemudian han ternyata terdapat kekurangan ataupun
kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan penambahan ataupun perbaikan
dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 April 2021

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Wilayah Palembang |

Firnaz Lustian, SH.
Penata Tingkat | (Ili/d)
NIP. 1970110220011211002

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yang Terhormat :

Gubarnur Sumatera Selatan (Sebagal Laporan)

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Disampaikan)

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provins: Sumatera Selatan (Disarmpaixan)

Sekretans Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Cisampaikan)

Kepala Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan (Disampaikan)

Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Disamparkan)
Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengolahan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Disampaikan)

Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan (Disamparkan)

Arsip

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daersh W;hylh Palembang ;




Lampiran | i Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Nomor
Tanggal
Tentang

Wilayah Palembang | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
: 03A/SK/KUPTB/ Penda/ 268/ 2021,
1 12 Apnl 2021

: PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
INSTANS! PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN SERTA WAJIB PAJAK
PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

A. PENDAHULUAN.
Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Instansi
Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Serta Wajib Pajak Perorangan Di Kota
Palembang adalah salah satu cara dari kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, kegiatan
ini dilaksanakan secara gabungan yaitu unsur dari seksi Pendataan dan Penagihan, unsur dari
seksi Penetapan, Pembukuan, Dan Pelaporan, unsur Sub Bagian Tata Usaha, guna meningkatkan
Kesadaran dan Kepatuhan dari instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dan
Pemenntah Kota Palembang, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan dan masyarakat pemilik/
menguasai Kendaraan Bemotor membayar pajak kendaraan nya tepat wakiu. Kegiatan penertiban
dilakukan dengan mendatangi kantor instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,
Pemenntah Kota Palembang, Badan Usaha Milik Daerah, Kantor Perusahaan, dan dari rumah ke
rumah pada masyarakat pemilik/ menguasai kendaraan bermotor (sistem door to door);

Penertiban Pajak kendaraan Bermotor atas dasar permintaan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
= Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang | kepada Kepala Seksi Pendataan Dan
) Penagihan dan Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan beserta staf. Maka wajib
dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang keluarkan oleh Kepala Unit
Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang |

Penertiban Pajak kendaraan Bermotor ini, dilakukan oleh tim yang berwenang untuk :

a

Mendatangi kantor-kantor Sekretariat, Badan, Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dan menemui pejabat atau orang yang
mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan proses kepengurusan Pajak
Kendaraan Bermotor serta dilengkapi surat tugas;

Mendatangi kantor-kantor Badan Usaha Milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dan menemui pejabat atau orang yang
mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan proses kepengurusan Pajak
Kendaraan Bermolor serta dilengkapi surat tugas;

Mendatangi kantor-kantor Perusahaan di lingkungan Kota Palembang dan menemui pejabat
alau orang yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan proses kepengurusan
Pajak Kendaraan Bermotor serta dilengkapi surat tugas;

Mendatangi rumah-rumah (door to door) bagi wajib pajak perorangan atau masyarakat pemilik/
menguasai Kendaraan Bermotor di Kota Palembang serta dilengkapi surat tugas;

Melakukan tindakan lain, yaitu sekaligus melaksanakan pendataan ulang terhadap kendaraan
bermotor yang masih beroperasi atau masih digunakan

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.

Adapun kegiatan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu :

Spesifikasi Jenis Komponen Standar Uraian.
Produk Pelayanan Pelayanan.
= = — e |
PENERTIBAN PAJ Persyaratan 1. Surat Keputusan Kepala Unit
KENDARAAN B TOR Pelaksana Teknis Badan Pengeiociaan
(DOOR TO ) Pendapatan Daerah Wilayah
Palembang |
2. Surat Tugas |
/ —— — — — —— )

/ Unit Pelaksana Teknis Badsn Pengelolaan Pendapatan Daoral; W;I;y;h PalemT).mé -1 _




[r— > e

Spesifikasi Jenis Komponen Standar Uraian.
Produk Pelayanan Pelayanan.
—— N 4
Prosedur Penertiban Pada Instansi Pemerintah, |

Badan Usaha Milik Daerah, dan
Perusahaan : )

Tim melakukan briefing yang dipimpin
koordinator untuk menentukan instansi
mana yang akan di datangi pada hari itu

Tim Administrasi menyiapkan semua surat
yang terkait dengan proses yang akan
dilakukan oleh tim petugas pendataan dan
penagihan pajak kendaraan bermotor.

Surat tersebut yaitu surat yang ditujukan
kepada instansi pemenntah tentang
penagihan pajak kendaraan bermotor (Bila l
ada), Surat Tugas bag: Tim petugas yang |
mendatangi kanlor instansi pemerintah, ‘
Badan Usaha Milik Daerah, dan

perusahaan. Surat Penntah Perjalanan
Dinas dalam Daerah bagi petugas

| Setibanya petugas pada kantor instansi
pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah,
dan perusahaan menemui pejabat atau staf
yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan kepengurusan Pajak Kendaraan
Bermotor dengan memperkenalkan diri |
sera menunjukan surat tugas

Petugas pendataan dan penagihan |
mengajukan permohonan untuk mendata
ulang semua kendaraan bermotor pada \
kantor instansi pemerintah, Badan Usaha |
Milik Daerah, dan perusahaan, untuk {
diverifikasi ulang bila ada kendaraan rusak |
berat atau tidak beroperasional lagi, mutasi
keluar daerah, dihibahkan dan lain |
sebagainya |
! |
|

Bila pendataan ulang selesai, petugas
pendataan dan penagihan permisi pulang
dengan tidak lupa meminta Cap pada Surat |
Perintah Perjalanan Dinas dan melakukan
dokumentasi foto sebanyak minimal 4
(empat) foto Selanjutnya pelugas pulang |
ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Palembang | atay meneruskan pada kantor |
Instansi pemenntah, Badan Usaha Milik
Daerah, dan perusahaan yang lain sesuaj
jadwal yang telah disusun

Pakaian :

Petugas UPTB PPD Wilayah Palembang |
menggunakan pakaian seragam yang
beraku pada han ity dan memakai Rompi
| serta dilengkapi atribut dan papan nama




Uraian.

Penertiban pada wajib pajak perorangan
atau masyarakat umum yang memilki/
menguasai kendaraan bermotor :

Tim melakukan briefing yang dipimpin
koordinator untuk menentukan wilyah
/alamat mana yang akan di datangi pada
hari itu. Tim Administrasi menyiapkan
Semua surat yang terkait dengan proses
yang akan dilakukan oleh tim petugas
pendataan dan penagihan pajak kendaraan
bermotor. Surat tersebut yaitu surat yang
ditujukan kepada wajib pajak perorangan
alau masyarakat umum yang memilki/

menguasai kendaraan bermotor yaitu Surat i‘

Pembernitahuan Pajak Kendaraan Bermotor,
Surat Tugas bagi Tim petugas yang
melaksanakan kegiatan

Setibanya petugas pada wilayah / alamat
wajib pajak perorangan atau masyarakat
umum yang memilki’ menguasai kendarazan
bermotor, petugas memperkenalkan diri
serta menunjukan surat tugas Serta
memberikan kepada wajib pajak Surat
Pembentahuan Pajak Kendaraan Bermotor,
atau menitipkan pada orang yang ada pada
alamat tersebut dan/ atau menyelipkan
pada kaca depan (kipas Pembersih kaca))
kendaraan bermotor wajib pajak, dengan
disertai brosur syarat-syarat kelengkapan
kepengurusan pajak kendaraan bernotor.

Bila selesai, petugas pendataan dan
penagihan permisi pulang. Selanjutnya
Petugas pulang ke Kantor Unit Pelaksana
Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Palembang | atay
meneruskan pada kantor wayib pajak
perorangan atau masyarakat umum yang
memilki/ menguasai kendaraan bermotor

Petugas UPTB PPD Wilayah Palembang |
menggunakan pakaian seragam yang
berlaku pada hari itu dan memakai Rompi
serta dilengkapi atribut dan Papan nama.

r————
Spesifikasi Jenis Komponen Standar
Produk Pelayanan Pelayanan.
Prosedur
|
lainnya
Pakaian :
Prosedur

- —

(" Unit Pelaksane Teknis Badan Pengeroiaan Pendapatan Dasrah Wilayah

——————
Palembang - | -

Pelaporan Kegiatan :

Dokumentasi kegiatan Penertiban
pendataan dan penagihan Pajak
Kendaraan bermotor;

Menyusun laporan pelaksanaan Penertiban
Pajak Kendaraan pendataan dan
penagihan Pajak Kendaraan bermotor;
Menyusun laporan keuangan kegiatan
Penertiban Pajak Kendaraan pendataan

—— ]

dan penagihan Pajak Kendaraan bermotor |




T\_ - e e

Spesifikasi Jenis Komponen Standar Uraian. "
Produk Pelayanan Pelayanan. \
T Searital e =L

Jangka Waktu ] Penertiban Pada Instansi Pemerintah,
Pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah, dan
Perusahaan :

1 Lokasi X 45 Menit '
Penertiban pada wajib pajak perorangan
atau masyarakat umum yang memilki/
menguasai kendaraan bermotor :

1 Lokasi X 5 Menit

Dasar Hukum *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah junto Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9
Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
“Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Peraturan Gubemur Sumatera Selatan
Nomor 11 Tahun 12 Tentang Petunjuk
Pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. junto
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 18 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah junlo Peraturan Gubermur
Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah junto Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2018 |
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubermur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah junto Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018
Tentang Perubahan Ke-Empat Atas
Peraturan Gubemnur Nomor 11 Tahun 2012 |
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah junto

| |

Wm Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wllnyln_m-

e
NEE




Spesifikasi Jenis
Produk Pelayanan

Komponen Standar
Pelayanan.

Uraian. l

—

Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan V
Ke-Lima Atas Peraturan Gubernur Nomor |
11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

* Peraluran Gubernur Sumatera Selatan
Nomor Tahun Tentang Penghitungan
Dasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
dan Bea Balk Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB);

*Surat Keputusan Kepala Badan ‘
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera |
Selatan Tentang Penunjukan
Pelaksanaan Pendataan dan Penagihan
Pajak Kendaraan Bermotor.

“Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana

Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Wilayah Palembang | Tentang Tim
Pelaksana Pendataan Dan Penagihan

Pajak Kendaraan Bermotor Pada Instansi

Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah,

Perusahaan Serta Wajib Pajak Perorangan

Di Kota Palembang

*Surat Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Wilayah Palembang |

Sarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana:

Aplikasi Sistem Online SAMSAT (SOS),
laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Meja,
Kursi, kendaraan roda empat, dan fasilitas
pendukung lainnya

Prasarana :

Kendaraan Roda empat, Flash disk Data
janngan internev fasilitas Wifi, dan fasilitas
pendukung lainnya.

Kompetensi
Pelaksana

—

|
-
*Pendidikan setingkat SMA/SMK/S1: 1
*Dapat mengoperasikan komputer; \
*Memahami peraturan perundang- \
undangan yang berkartan jenis- jenis }
pungutan pajak daerah '
*Memiliki integnitas dan moral yang baik |
sena kinerja yang linggi; |
*Memiliki kemampuan yang melakukan |
tindakan din dengan SENYUM ~ SAPA -
SALAM dan mental yang SOPAN dan
SANTUN;

/ Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pandapaten Dacran Wilsysh Patembang - | _



—

— : |

Spesifikasi Jenis | Komponen Standar Uraian. |
Produk Pelayanan Pelayanan.

P - 1

= * ' |

Pengawasan *Kepala Unit Pelaksana Teknis
Internal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Wilayah Palembang |;

“Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTB
PPD Wilayah Palembang | selaku
Koordinator;

*Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan
Pelaporan UPTB PPD Wilayah
Palembang | selaku Koordinator; |

*Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan [
UPTB PPD Wilayah Palembang | selaku
Koordinator,

Penganan *Pengaduan melalui "Hubungi kami” via
Pengaduan, Saran, | Web : hitp:/UPT8 SAMSAT PLG-1 Com: |
dan masukan *Via Media WhattsApp 082360536456; ‘
*Holline Call Center 082178873090;
*Ruang Layanan Pengaduan, Saran dan
Masukan UPTB PPDW Palembang I; i

Jaminan Pelayanan | *Pakta Integrias;

“Maklumat Pelayanan/ Pernyataan
Pelayanan;

*Visi dan Misi;

Jumlah Pelaksana | *Petugas Pengarah Minimal 1 orang.

Kegiatan

- Petugas Koordinator minimal 1 orang /
satu tim

- Petugas Administrasi minimal 1 orang /
satu tim.

- Petugas Pegawai Negen Sipil pelaksana
Pendataan dan penagihan minimal 1
orang / satu tim

- Petugas Pegawai Honorer pelaksana
Pendataan dan penagihan minimal 5
orang / satu tim.

Evaluasi Kinerja *Laporan realisasi kinerja per-kegiatan

Pelayanan
Ditetapkan Di ¢ Palembang
Pada tanggal 12 Apnl 2021

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daefah‘W«l

Firnaz Lustian, SH.
Penata Tingkat | (Ni/ay
NIP. 197011022001121 1002

=5  UnitPulaksane Teknis Badan Pengeiolean Fendap DnthHay-;’W_
R




Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Unit Pelaks:

ana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Wilayah Palembang | Badan Pend

apatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor + 03A/SK/KUPTB/ Penda/ 26,8 / 2021.
Tanggal : 12 Apel 2021
Tentang

: PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA

INSTANS! PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN SERTA WAJIE PAJAK
PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

Surat Pemberitahuan Pajak kendaraan Bermotor

Lembar Arsip Nomeor . 00000000000

||t|l'|| [
‘o )
Nama Petugns LT .

KANTOR BERSAMA 515 TEM ADMINIS THAS: MANUNGGAL SA TU A TAP
WILAYAH PAL EMAANG | PROVINS! SUMA TEUA SLLA TAN
Tanggal : ' 12021 Jalan Kaptins A. HIval Nomor 56, Telepon @ (0711) 152883 Paiembany 30129

Nama |

PEMBERITAHUAN PAJAK KENDARAAN BERMO TOR

Berdasarkan Data Kendaraan dibawah ini :
Nomor Polis * Nama Pemiik
BG * Nomor Polisi
Merk / Tipo / Jenis :

* Mek/ Tipe / Jemns

| Tahun Pembuatan ‘ * Tahun Pembuatan

Masa Berlaky Pajar. Kendaraan Qurmolor (PKB) yang anda mulé lelah jatun
Totl Jumilah Pajak tempo mulal tanggal : ] I} Sumian Tolwat yang harus ditssyar
(PKD / SWOKLLJ 7 Administras: S TNK / TNKB dan sanks adnwastirast / Denda)
i R sampal dengan adanya Sura! Pembertahuan PKS8 pmiannys sobesar
| Rp
| Rp Qumiah tersebut adalah penelapan payak
samantara)
’ Catatan :
’ Abalkan surat perberitahuan PKB Ini apablla anda telah membayar pajak
kendaraan bemotor anda
| | Kontak Personal HP
| |

Brosur Syarat-Syarat Kelengkapan Kepengurusan Pajak Kendaraan Bermotor
Tampak Depan

AMASAM SAT]
e M BAN G|

MAKLUMAT PELAYANAN

ENGANII K I[XAM (IMENVATARAN]
SANGEURIMENTELENGCARAKANIREAYANAN]
(SESURISTANDAR]
QARG E R}

VAL MO 606 PA) rMaAnG

Unit Peiaksana Teknis Baden Pengelolaan Pendapatan Dacrah Wilayah Pulembang - | _




Brosur Syarat-Syarat Kelengkapan Kepengurusan Pajak Kendaraan Bermotor
Tampak Belakang

PERSYARATAN CEK
KENDARA 0

T T et 4 g e -
e o bt (000

Ditetapkan D : Palembang
Pada tanggal T 12 Apal 2021

Kepala Unit Pelaksana Tekn:s Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembdang |

Fimaz Lustian, SH
Penata Tingkat | (1IVd)
NIP 1970110220011211002

Unit Pelahsana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daersh Wilayah Palembang - | _




Lampiran Il Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Wilayah Palembang | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor - O3AlSKIKUPTBIPondaIZG,BIZOZL
Tanggal 1 12 Apnl 2021
Tentang

: PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA

INSTANS! PEMERINTAM, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN SERTA WAJIB PAJAK
PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

PERUBAHAN SUSUNAN NAMA P
P

ADA TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN
AJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA INSTANS! PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK

DAERAH, PERUSAHAAN, SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG
— P i —— e
| \ ;
| No. | Nama - Nomor Induk Pegawai — Jabatan Lama Pada Tim Jabatan Baru Pada Tim | Ket. |
| 01. | Yani Rohayani, S.E.,Ak,MM. - NIP 197905162008032001 | Koordinator |
‘ Kepala Seksi Pendalaan dan Penagihan
( Administrator 111 )
: =
02. | Taurinanda Azmi, S.E. - NIP. 198504212014071002 Ketua Tim 11l
Pelaksana Seksi Penelapan Pembukuan, dan Pelaporan
| 03. | Finalliya, S.H. - NIP. 198207112002122001 Administrator Il
} Pelaksana Seks: Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan
{ —

Ditetapkan Di 1 Palembang
Pada tanggal : 12 Apnil 2021

Kepala Unit Pelaksana Teknss Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wil Palembang |

Firnaz Lustian, SH.
Penata Tingkat | (I1d)
NIP. 1970110220011211002

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolean Pondapatan D;-uh V:/Haycn I‘alu;ba-n_g; . l”




Lampivan v Surot Koputusan Kepals Unit Pelaksana Tekrvis Bsdon Pengelola Pondapatan Deerah

Wilayah Patambang | Badan Pendapaton Daerah Provins Sumaters Selatan

Nomor P OIATEK KUPTB ! Penda / 26 8 / 2021
Tanggal 112 Apm 2001
Tentang PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDAT

AAN DAN FENAGIMAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
INSTANS! PEMERINTAM, BADAN USAMA MILIK DAERAN, PERUSAHAAN BERTA WAZD PAJAK
PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

\ TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
i SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG
- L

[No. |~ ~ Nama - Nomor induk Piogw:l_:.ubu-?' > [ Jabatan Pada Tim Kot
7 SRR = s 2 ' s
;\ | o1 ' Fimaz Lustian, S.H, *  NIP 157011022001121002 | Ketua Pelaksana
\ Kepala UPTB PPOW Palembang |

~ |
g

02. | Yani Reohayani, S.E. Ak, M.M. = NIP. 197905162008032001 Koordnator |
Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan

= S

03. | Desmiriyantl, SSTP.M.Si. - NIP 199012282010102002 Admuustrator |
Pelaksana Seks: Pondataan dan Penagihan

' 04. | Emi Rosiana, S.Pd. M.Si. = NIP. 19681025 2008042003 | Ketua Tim |
Pelaksana Soks: Pendataan dan Penogihan

1 05.] | Andri Stialandri, S.Kom, Anggota Tim |
N Honorer Seks: Pendataan dan Penagihan
"Q Beni Sanjaya, S.Kom. Anggota Tim |
\ /| Honorer Seksi Penetapan Pembukuan, dan Pelaporan
\ " — - —
07. | Yogi Saputra, Anggota Tim |
/ Honocer Seks: Pendataan dan Penagihan
N = = —
L.08. | Yoanita [ka Ramadhani, SH. Anggota Tun |
& Honorer Swd Bagian Tata Usaha
09. | Renni Dwi Novita, SE, M.M Anggota Tim |
Honoror Sub Bagian Tata Usaha
103 | Ardianza. S.E. - NIP. 197101052002121006 | Koordinator 1)
Kepala Seks: Penetapan, Pembukuan dan Polaporan
11. | Chairani, S.E. - NIP. 198508172009032006 Adminsstrator || ‘
Pelaksana Seksi Penetapan. Pembukuan dan Poiaporan

e - — - +
Ari Adrlansyah. S.Pd. = NIP, 198207062008011004 Ketua Tim I
Petaksana Sub Bagian Tata Usaha '

13. | M. lgbal Harlanus, SE. Angoota Tim It

4
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TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

Nama — Nomor Induk Pegawai - Jabatan | Jabatan Pada Tim [ Ket.
14, ’ Rezeki Putama, S.Kom Anggota Tim Il {
/i Honorer Seksi Pendataan dan Penagihan ‘

- —_——— - ———
ST - T ‘
15. | Indri Anggota Tim Il {

Honorer Seks: Penatapan, Pembukuan dan Pelaporan ‘ ‘
+ =
16. | Hj. Ferlyn Putri PJA, SE, M.M Anggota Tim Il 1
Honorer Seks! Pendataan dan Penagihan |
e e
/J 17. )\ M. Brylian Oktavo, ST. Anggota Tim |l {
onorer Sub Bagian Tata Usaha
j—
N
_18. | Hj. Eda Namayanti, S.Sos..M.Si. - NIP. 19661210198912001 Koordinator Il

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

19. | Finalliya, S.H. - NIP. 188207112002122001 Administrator il
Pelaksana Seksi Penetapan Pembukuan, dan Pelaporan
TN e
(/
20. | Tdurinanda Azmi, S.E. - NIP 198504212014071002 | Ketua Tim Il
laksana Seksi Penetapan,Pembukuan, dan Pelaporan
21, ;;lr. AMd Anggota Tim Il
Honorer Seksi Pendataan dan Penagihan
Y P — —
| | 22, . Nasir Al Bari, S.Kom. Anggota Tim lli
\ Honorer Seksi Panetapan, Pembukuan dan Pelaporan
[/ Tl
[ 773% o Rahmat Pratama Anggota Tim 1li
\ onorer Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan |
- — o
24, pi Uskorio Anggota Tim Il
onorer Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan |
[
25, Abdul Rahman Anggota Tim Il |
Hi er Sub Bagian Tata Usaha |
== e ———— —eee J
Ditetapkan Di : Palembang
Pada tanggal 12 April 2021

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Wi

jembang |

Firmaz Lustian, SH.

Penata Tingkat | (I1l/d)
NIP. 1870110220011211002
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Lampiran V  : Sycat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Wilayah Palembang | Badan Pend. P Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor < 03A1SK/KUPTB/Penda/ 26 8/ 2021.
Tanggal : 12 Apnl 2021
Tentang ¢ PERUBAHAN TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA

INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN SERTA WAJIB PAJAK
PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

— - e

i TUGAS POKOK DAN FUNGSI ‘
TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ;

) PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
| SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG |

| No. | Jabatan Dalam Tim | Tugas Pokok Dan Fungsi

01. | Ketua Pelaksana Membentuk tim yang efektif guna melaksanakan kegiatan

Merencanakan administrasi penunjang kegiatan

Membuat draft dan mengajukan permohonan Surat Keputusan

pembentukan tim pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak

kendaraan bermolor pada Kepala Badan Pendapatan Daergh

Provinsi Sumatera Selatan |

4. Membuat Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan daerah Wilayah Palembang I, bila Surat
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provins: Sumatera |
Selatan belum ada |

5. Menandatangani surat tugas bagi tim yang akan menjalankan
lugas pelaksanaan kegiatan.

6. Mengadakan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan |
beriangsung sena mengevaluasi secara berkala dengan
koordinator dan ketua tim [

7. Bertanggung Jawab pada proses peiaksanaan kegiatan mulai |
dari perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan ’

8. Menjalankan tugas-tugas lainnya terkait dengan kegiatan dan

Kepala Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera |

Selatan bila ada

9. Membuat pelaporan kepada Kepala Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

WN -

02. | Koordinator 1. Menyusun anggota tim yang terdin dan satu administrator, satu ,
ketua tim dan minimal § (lma) anggota tm yang terdin dan ‘
gabungan unsur Sub Bagian Tata Usaha, unsur Seksi |
Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan serta unsur dan Seks: |

[ Pendalaan dan Pelaporan |

2. Mengkoordinir jadwal pelaksanaan kegiatan dan adm-ms'.rasu’

lainnya guna memperlancar jalannya proses kegiatan

Mengawasi proses pelaksanaan kegiatan

Bila dimungkinkan untuk juga  mendampingi  tim yang

melaksanakan kegiatan,

S Melakukan koordinas dengan koordinator lainnya terkant dengan |
proses penetapan pajak kendaraan bermotor dan proses '
pendataan kendaraan bermotor

6. Mengadakan pemantauan dan evaluas: secara berkala dengan
tim pelaksana kegiatan

7. Bertanggung jawab pada proses pelaksanaan kegiatan dan tim
yang melaksanakan

8  Melaporkan kepada ketua pelaksana kegiatan secara berkala
hasil evaluasi dan kendala selama proses kegiatan berjalan

9. Membuat Laporan secara letulls  atas  kemajuan
pelaksanaan kegiatan

10 Melaksanakan lugas-tugas lain dan ketua pelaksana kegiatan

aw

dan

L

kegiatan serta administras lainnya

—————— ==

03. | Administrator / 1. Membual semua sural surat yang diperiukan dalam proses
/.
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TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN, ‘

l TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG '

Jabatan D;I;mﬂm

| m—

I

Tugas Pokok Dan Fungsi

Administrator

Melakukan proses pendataan ulang kendaraan bermotor hasil ‘
dan yang d: dapatkan oleh tim pelaksana 3
Memasukan nilai pajak kendaraan pada data kendarzan yang
akan dilakukan penagihan

Membuat Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan daerah Wilayah Palembang |, bila Surat
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan belum ada |
Membuat surat tugas bag: tim yang akan menjalankan tugas '
pelaksanaan kegratan dan administrasi pelengkap lainnya |
Mengadakan pemantauan selama peiaksanaan kegiatan |
berlangsung serta mengevaluasi secara berkala dengan |
koordinator dan ketua tim {
Bertanggung Jawab pada proses administrasi pelaksanaan |
kegiatan \
Menjalankan tugas-tugas lainnya tarkait dengan kegatan car
ketua pelaksana kegiatan dan koordinator

Selalu koordinasi dengan administrator lain serta ketua tm
Membuat pelaporan kepada ketua pelaksana kegiatan

Ketua Tim

Memimpin anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan

Mengkoordinir jadwal pelaksanaan guna memperiancar @lannya

proses kegiatan

Menghadap/ menemui pejabat / orang yang mempunya:

kewenangan dalam urusan kepengurusan pajak kendarasn

bermotor. |
Menghadap/ menemui pejabat / orang yang mempunya |
kewenangan memiliki data kendaraan benmotor untuk o cata

ulang

Mengadakan evaluasi secara berkala dengan anggota tm

pelaksana kegiatan

Melaporkan kepada ketua pelaksana dan koordinator kegiatan |
secara berkala hasil evaluasi dan kendala selama proses |
kegiatan benalan

Membuat laporan secara tertulis atas kemajuan dan pelaksanaan

kegiatan,

Melaksanakan tugas-tugas lain dari ketua pelaksana kegiatan |
atau dar koordinator

05.

Anggota Tim

Mendamping ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan

Menghadap/ menemui pejabat / ofang yang mempunya
kewenangan dalam urusan kepengurusan pajak kendaraan
bermotor

Menghadap/ menemui pejabat / orang yang mempunyai
kewenangan memiliki data kendaraan bermotor untuk d data
ulang

Mengadakan evaluasi secara berkala o i
pelaksana kegiatan lainnya |
Mengurus proses administrasi dokumentasi kegiatan, minimal 4 ’
{empat) foto kegiatan serta menginmkan atau diberkan pada |
administrator

Mengurus proses administrasi surat lugas agar di cap basah oleh
instansi yang dikunung sebagai dokumentasi kegalan dan
dibenkan pada administrator untuk diarsiphan dan sural-sural
lainnya bila ada

Selalu berkoordinasi dengan koordinator dan ketua tim alas data |
kendaraan yang bary

angan anggota tm

|
|




TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TIM PELAKSANA PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, PERUSAHAAN,
SERTA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA PALEMBANG

No.‘]

Jabatan Dalam Tim

| Tugas Pokok Dan Fungsi

Anggota Tim

8 Melakukan proses pemilahan data yang di dapat menjadi data
yang valid serta dibenkan pada administrator

9 Bertanggung Jawab pada proses jalannya pelaksanaan kegialan

10. Menjalankan tugas-tugas lainnya lerkail dengan kegiatan dan
ketua pelaksana, koordinator dan ketua tim

Ditetapkan Di : Palembang
Pada tanggal t 12 Apnl 2021

Kepala Unit Pelaksaga Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daer Tayah Palembang |

Firnaz Lustian, SH.
Penata Tingkat | (lll/d)
NIP. 1970110220011211002
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o f F 1
FORM PENDATAAN PENACIHAN TUNCCAKAN Pxa o
UPTB PPO Wity PALEMBANG
BAPENDA PROV SUMSEL
1 ldentitas
— ]
Nomor Polisi e —
Merk _\\
Jenis ]
Tahun pembuatan —
Warna Thka T ———
\
2. ldentitas Wallb Pajak —
Nama Pemilik T y
NIK =)
(emar nca RO b )
Nomor Handphone
Alamat wp
D el
Kecamatan
L_3._Jumiah Pxg Terutang i
Pokok Sanksi Administrasi Jumiah
L &
J
4. Xondis! Objek Kendaraan Mm kendaraan
I.MPIMKMMU d. Objek pajak rusak berat
Foto copy SKPD Foto copy SKPD
Foto copy B8Pk Foto copy BPKS
Foto Karty TmPtnduduk(ﬂP) Foto Xartu Tanda Pcnoucuk(KTP;
Surat keterangan kendaraan Surat keterangan kendaraan
darl Instansi (plat merah) dari Instansi (plat merzh) |
Surat pemyataan dan wp/instans)
Foto kondisi kendaraan Lersama
pemeriksa
b. pajak hilang €. Objek pajak kendaraan dinas lelang' =
Foto copy SKPD Foto copy SKPD
Foto copy BPK8 Foto copy BPKS
Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat keterangan kendaraan
Surat keterangan kendaraan dari Instansi (plat merah
darl Instans! (plat merah) [ msaahtelang
[ swatketerangan hilang dari kepolisian
cgﬂ‘mmm f. Objek pajak kendaraan dijual
Foto copy SKPD Foto copy SKPD
Foto copy BPKB Foto copy BPKB
Foto Kartu Tanda Penduduk (XTP) Folo Kartu Tanda Penduduk (x1P)
Berita Acara dari Kepolisian Surat pernyatan wajib pojak
Surat k Ban kend,
dari instansi (plat merah)
PALEMBANG, 2043
Valib pajai Petugas Penagihan
|
v— —
»h S 8 da S

om-umgi;‘mﬂ.:-*mqu.m Vidang Pojak Bapenca beserts lampiran




